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ABSTRAK 

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN 
DAN UP A YA PENANGGULANGANNY A DITINJAU DARI UNDANG

UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN IDDUP 
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan) 

OLEH 
ROBERT V ALINTINO TARI GAN 

NPM: 09 840 0192 
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Malena dari judul skripsi penulis adalah tentang tinjauan hukum terhadap 
tindak pidana illegal logging yang merupakan tindak pidana pencurian kayu 
mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup dengan 
mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. 

Permasalahan yang diajukan adalah apakah yang menjadi penyebab 
terjadinya tindak pidana pencurian kayu secara ilegal dan bagaimana penegakan 
hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan pencurian kayu secara 
ilegal. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan penyebab terjadinya tindak 
pidana illegal logging adalah tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar 
negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (legal). 
Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong 
penebangan liar di taman nasional dan hutan konservasi dan juga tum pang tindihnya 
regulasi sebab kebutuhan dan disparitas interpretasi telah ikut mendorong eksploitasi 
sumber daya alam termasuk sektor kehutanan. 

Tekanan hidup terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan 
mendorong mereka untuk menebang kayu baik untuk kebutuhan sendiri atau untuk 
kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal. Permainan dokumen, lazim disebut 
"dokumen terbang", untuk melegalkan status kayu ilegal dapat dipertimbangkan 
sebagai salah satu faktor sulitnya memberantas kegiatan penebangan liar. 

Penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan 
illegal logging masih lemah, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan 
masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan kepada cukong 
besarya jarang pemah ditangkap serta adili. Respon lemahnya penanggulangan 
illegal logging ini nampak pula dari adanya koorporasi antara pihak-pihak terkait 
dalam pemerintahan sehubungan dengan otonomi daerah dengan pihak cukong 
illegal logging. 
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BA.BI 

PENDAHULUAN 

lilegal logging te1ah menimbu:lkan nmltidimensi yang berhubungan dengan 

aspek ekonomi, sosial, hudaya dan li..rigkungan. Hal tersehut merupakan konsekuensi 

logis dari fungsi hut.an yang pada b:akikatnya adalah sebuah ekosistem yang di 

dalarrmya mengandung tiga frmgsi dasar yaitu fungsi produksi, ftllgsi lingkurigan 

serta fungsi sosiaL 

Dampa.l terbadap kerusakan hutan d::i Indonesia menurut data dari Departemen 

Kehutanan Tahun 2010 menyebutkan hahwa hms h11tau Indonesia yang rnsak 

mencapai 43 juta hektar dari total 120)5 hekiar dengan laju degradasi <lalam tiga 

tahun terakhir mencapai 2,i juta hebar pertahtm. Sejumlah laporan bah.lz:an 

menyebutkan ai1iara 1,6 sampai 2,4 juta .hek:tar huian Indonesia hiJang .setiap 

tahunnya atau sama dcngan luas enam kaii lapangan sepa._"i( bola setiap menitnya_ Data 

terbaru dari Departemen Kdmtanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di 

Indonesia teJah mencapa.i 3,8 juta bektar per tahun dan negara telah kehilangan Rp. 

8,3 mili~ per ha.ri akibat illegal logging. 

Berdasarkan press release dari Departemen Kehutanan pada tanggal 15 

Jamiari 2009 bahwa kayu-kayu yang diselundupkan dari Kalimantan, Papu~ 

Sumatera Utara, Jarnbi, Riau dan Nanggroe Aceh Darussaiam mencapai 10 juta 

hektar per tahu~ sedangkan penebangan dan peredaran kayu secara liar dalam negeri 
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mencapai 50,7 juta meter kub.ik per tahun, dengan perkiraan kerugian finansial yang 

ditanggung-0leh negara sebesar Rp 30.42 trilyun per tahun. 

Hutan juga mempakan salah satu fak:tor krnsial di dalam mata rarrtai 

permasalaban lingkungan hidup global. Terlepas dari bagaimana implementasi 

pengelolaan hutan di lapangan. 

Kawasan hutan ad.ala:.~ "\.Vilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah 

unruk dipert.ahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, _ka,:vasan hutan adalah 

\vilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan 

penguasaam1ya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan, selumhnya merupakan 

w.ilayah-wilayah yang daiam land use piannjng telab/aka..r1 ditetapkan penggunaannya 

di bidaug kehutauan yang didasarkan pad.a kebutuhan serta kepentingar1 masyarakat 

Indonesia. 

Da1am pengerti:u-1 secara luas dikai-Jdung makna bahwa pada setiap kmvasan 

hutan tidak selalu di~'iikan kesduruha.'1 \.\7i1ayahnya berhutaI1. Termasuk, tanah yang 

t!dak berhutan pun dapat dituvJuk menjadi kav,>asan hutan. Sebaliknya, suatu kawasan 

hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan k-iwasan hutan karena adanya 

berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap oleh pemerintah melalui 

persetujuan Menteri Kelmtanan. 

Penebangan lmtan secara liar <ttau lebih dikenal dengan istilah illegal logging 

yang kemudian iliikuti dengan pencurian kayu selain memberikan kerugian kepada 

}~euangan peme.rintah juga <lapat menyebabKan benca.na alam, seperti baajir~ rdSaknya 

ekosisiem kehidupan sehingga se1a1n rnerngikan ma'>';arakat secara luas juga 
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merugikan hewan yang hidup di da!am hutan. 01eh sebab itu hal-hal yang 

rnengakibatka.ri kerugian tersebut khususnya kepada masyarakat harus <litelaah 

sebagai 5uatu perbuatan yang mempakan tindak pidana. 

Bdum Jagi masalah kebakaran hutan yang diakibatkan oleh illegal lo&:,oing 

udara., seperti asap, kebab.ran huta.11, emis! industri, mobil dan lain-lain yang sud.ah 

rnernpakan masalah nasionaJ~ secara intemasional terutai-na masalah pencemaran 

udara yang diak:ibatkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan barn dimulai. 

Hal ini terlihat dari perbatian yang begitu besar baik dari pemerintah. Indonesia., 

Singapura maupnn lvialaysia., babkan sekitar akbir buJan Oktober 1994 teiah diadakan 

informal meeling wakil-1valciI terkait ketiga negara tersebut yang khusus membahas. 

masalah pencemaran udara. 

A. J"lengertian dan Penegasan Judui 

Judul merupak:an garis besar pennasalahan yang akan dibabas dalam sebuah 

penelitian. Ski-ipsi ini penulis buat dengan judul «Kajian Hukum Tindak Pidana 

Pencurian Kayu Hasil Hutan dan Upaya Pemmggufangannya Ditinjau dari Unda.11g-

Undang No. 32 Tahun 2009 tenta:ng Per11ndungan dan Penge1o1aan Lingkungan 

Hidup (Sttidi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)". 

Pengertian "illegal logging" dalam peratuan perundang-undangan yang ada 

tidak secara ekspiisit didefenisikan dengan tegas. Namun terminiogi illegal logging 
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dapat dilihat dari pengertia:il secara harafiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam The 

Contemporary Engslish Indonesian Dictionmy {Salim, 1987: 925), "illegal" a.rtinya 

tidak sa..~ dilarang atau bertentangan denga..'l hukrnr:4 irararn. Dalam Balck's by law; 

unlm1ful Dic1ionary yang artinya dilarang menurut hukum atau .tidak sah. "Log"" 

dalam babasa Inggris artinya batang kayu a.tau kayu gelondcnngan, dan «logging" 

atartinya menebang kayu rum membawa ke tempat gergaj:ian (Sa1im, 1987: 1094).1 

Berdasarkan pengertian .secara .hmafiah tersehut dapat disimpulkan bah"\:va 

illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke 

tempat gergajian yang bertentangan dengan huku1n atau tidak sah menurut hukum. 

DaJam Jnpres RI No. 5 iahun 2001 tentang Pemberan.tasan Penebangan Kayu illegal 

(Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasai• Ekosistem Leuser . 

dan Tam.an Nasional Tan.Jung Putting, isti1ab. illegal logging disillofrimkan denpm 

penebangan kayu 1llegaJ. 

Defen1si lain dari penebangan Ear ada!ah berasal dari temu ka..rya yang 

diselenggarakan oleh LSM Telapak tahun 2002 yaitu; bahwa illegal logging adalah 

operasifkegiatan kehutanan yang belum mendapat tiin dan yang mernsak,,. (Down To 

Ert-DTE, 2002: 3). Illegal logging identik dengan istilah "pembalakan illegal" yang 

digunakan oleh Forest Walch Indonesia (Flt'!) dan Global Forest Watch (GF\l/) 

(2001: 36) yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang 

berkait.a..1 dengan. pemanenan, pengelolaan dan perd.agangan k.ayu yang tidak sesuai 

1 Nurdjana, dkk, Kon.1psi Jan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisa-,i, Pustaka Pelajar, 
Yogyaka_rta, 2005, ha!. 13. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 15/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Robert Valentino Tarigan - Kajian Hukum Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan dan Upaya..



6 

Studi Kasus di Pengadifan Negeri Medan adalah merupakan lokasi penelitian 

dilak'llkan. 

Dari pengertian dan perregasai"Jjudul di atas, <lapat disimpulkan bahwa rnakna 

dari judul skripsi penulis adalah tentang tinjauan hukum terhad.ap tindak pidana 

iUega? logging yang .mernpal::a.71 tindak p1dana pencuriaIJ kayu d:an mengakibatkan 

kerugian negarn dan kemsakan lingk.-ungan hidup dengan m~ngadakan penelitian pada 

Pengadilan Negeri Medan. 

Il. Alasan Pemilihan Judul 

Banyak faktor yang diketahui dapat menyebabkan kemsakan hutan, bai...1<. 

yang bera.sal dari 1uar hutan maupun faktoi--faktor yai1g berhubungan dengan 

pe.:fkembangar1 itu hutas.--i itu sendiri. Friktor-fiktor 1:-ang me1Tyeb3l_:J~an kerusakan 

hu+.n.11 dapat terdiri atas orgari!sme hidup atau faktor-faktor lingkungan fisik. Dalam 

b~oian ini penyebab kernsakan hulan djgolongkan dalam kelompok: 

1. Illegal Logging. 

2. Patogen (penyebab penyakit) 

3_ Serangan dan hewan hama 

4. Faktor 1ingktmgan abiotik 

5. Tumbuhan pengganggu 

6. Kebakaran 
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7. Satwa liar dan pengembalaan ternak. 

Berdasarkan mekanisme terjadi....1ya kerusakan, banyak fal.'tor yang 

berinternksi sangat cepat dan menimbulkan kerns.akan dalam waktu singkat. 

Kebakaran hutan tropik yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera pada !ahun 2010 

dapat menimbulkan kerusakan yang luas hanya da1am wak."t>J beberapa minggu. 

Sebalik:nya ja.'lmr patogen cl<ar barn menimbulkan kematian pohon beberapa tahun 

setelah infeksi patogen terjad_i , _karena perkembanga.TI kemsakan terjadi me]alui proses 

fisiologi . Se1ain itu penularan penyakit dari satu pohon ke pohon yang 1ainjuga terasa 

sangat lambat. 

Sebagai saiah satu sebab dari kerusakan butan maka pembahasan iiiegai 

logging adalah suatu hal :yang rnenarik terntama dalam kaitannya dengan: 

1. Penegakan hukum yang dirasakfu"l 1amban khususnya dalam menghadapi tokoh 

sentniJ pelaku illegal logging. 

2. Banyaknya pihak terlibat sefiingga illegal logging dapat "':)Ja menyebabkan 

timbulnya tindak pidana lain seperti kompsi. 

3. Meskipun ada Undang-Undang tentang Kehutanan dan lainnya tetapi kegiatan 

illegal logging tetap be1jalan. 

C. Permasalahan 

Adapu11 pennasa1ahan dalam penelitian ini adalah : 

l . Apakah yang _menjadi penyebab terjadiuya tinda.1( pidana pencurian kayu secara 

illegal? 
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2. Mengapa sulit melakuka.n penegakan huk:um pencuri kayu? 

D. Hipotesa 

Hipotesa mempakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. 

Adapun hipotesis yang diajukan adalah: 

1. Penyehab terjadiI1ya tinda_lc pidaiw. pencmian kaTtl secara illegal adala:.11 karena 

faktor ekonomi dan kebutuhan pelaku illegal logging itu sendiri. 

2. Penegaka..11 huk""Um pidana dala.'11 hnbu.ngannya dengan penanggulanga.n. pencurian 

kayu secara illegal belurn menunjukkan ha5il yang maksimal. 

E. Tujuan PenuHsan 

Tujuan dari dilakukannya pemlYdhasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk me11yeles.aika11 studi di FakuJtas Huk:um 

Universitas 1v1edan Area. 

2. Sebagai suatu bentuk sumbangai1 pemikiran ke_pada almamater penulis khususnya 

tent:-ing penegakan hukum di bidang tind.<i.k: pidana pencurian kayu secara illegal. 

3. Secara pra.ktis <lapat dijadikan sandaran bagi masyarakat luas khususnya bagi 

pihak terkait sendiri dalam menghadapi permasalahan yang sama di bidang 

penegakan hukum tinclaJc pidana pencurian kayu secara illegal. 

F. lVIetode Pengumpulan Data 

Da1a:m penu1isan suatu karya iimiai"i pada ~umunmya dan Skrj_psi pada 
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khususnya rnetode pengumpulan data dapat di~ujudkan rnelalui : 

l. Penelitian Kepustakaan (Library Research), di mana penulis membaca buku-

bulru yang ada hubungannya dt.'Ilgan skripsi ini dan sekaligus mengutip 

pendapai para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini. 

2. Penelitian Ke1a.pangan (Field Research), di mana penulis mendatangi langsung 

insta.~si terkait ya1tu Pengadilan Negeri Medan serta meminta data yang 

berhubungan dengan sk..r:ipsj ini, kemudia.11 penulis menganalisa dan memberikan 

ta..'1ggapan, sehingga diketahui perba.ndingan antara teori dan praktik di lapangan. 

G. Sistematika Penulisan 

Da1am mernba11tu penulis dan pembaca untuk :pemahaman suatu Skripsi perlti 

dibuat sistematika '\/ gambaran isinva)· demmn menoura.ikan secara singkat rnater.i -
._. .I _.. ~ ' -

materi yaJ1g terdapat di dal~111 uraian mulai da...7i bah I sampai ·dengan bab yang 

ternkh1r sehingga tergambar hubungan a."1tara bab yang satu denga.'1 bab yang lainnya. 

J.adi gambarnn isi y::>.ng dimaksud adaJah sebagai berikl.1t : 

BAB I. PENTIAHlJLUAN 

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian dan 

.Penegasan JuduL, Aiasan Pemilihan Judni, Permasalahan, llipotesa, 

Tujuan Penuljsan, Metode Pengwnpu1an Data serta Sistematik.a Penu1isan. 

B.A.B IL TINJAUA.i'J UrvUJM TENTAf.J'G TINDAKPIDllil\JA 

Da!aiu bah ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian Tindak 

Pidana, Unsm-Unsur Tindak Pidana, Perta.11ggungjawaban Pidana dan 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 15/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Robert Valentino Tarigan - Kajian Hukum Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan dan Upaya..



10 

Teori Penghukuman. 

BAB III. TL'-1JAUA.i~ UMUM TE.NTANG ILLEGAL LOGGING 

Dalam Bab irri akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian Illegal 

Logging, Pelaku dan Modus Operandi illegal Logging, Akibat Illegal 

Logging serta Dndang-Undang terkait Dengan Il1egal Logging . 

.BAB TV. TINDAK PIDANA PENCURIAN KA YU SECARA TLLEGAL 

Dalam Bab ini akan diuraikaTJ pembahasan ternang: Penyebab Terjadinya 

Tindak Pidana Pencurian Kayu Secara IHegal, Penegabm Huk--um Pidana 

Dalam Hubunuannva Denzan Penai122.uianoan Pencurian Kavu secara b ~ .._, .._,._ ~ ,., 

lllegal, Tindak Pidana Lainnya yang Terkait dengan illegal Logging, Serta 

Kelemahan dan Kendala Aspek Pidana Illegal Logging. 

Dala.~ bagian akh:ir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Sa."'<ln . . 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA 

A. Pengertian Tindak Pidana 

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak 

sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak 

pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain: 

1. Perbuatan melawan hukum. 

2. Pelanggaran pidana. 

3. Perbuatan yang boleh dihukum. 

4. Perbuatan yang dapat dihukum.5 

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau 

yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka 

orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman. 6 

Menurut Moeljatno "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian 

perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-

undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Menurut 

Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan 

kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang 

5 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 
1983, hlm. 32. 

6 R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, 
Bogor, 1991 , hlm. 11. 

11 
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dimaksud okh Simons iafah kesaJahan yang meliputi do/us dan culpulate.7 

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana 

.adalah membicarakan tiga hal~ yaitu: 

1. Perbuatan yang dilarang. 
Di mana dalarn pasal-pasa! ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan 
yang dilarang <lan juga mengenai rnasalah pen1id-anaan seperti yang temmat 
dalam Titel XXI Bukt.1 II KlJH Pidana. 

2. Orang yan.g melal..'llkan perbuatan dilarang. 
Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) 
yaitu: setiap pe1aku yang dapat dipertanggungjawabkan seem-a pidana atas 
perbuatann.ya yang dilarang dala..rn suatu undang-undang. 

3. Pid:ana yang diancamkan. 
i en tang pidana yang 
yang dapat dijatuhkan 
undang. baik bukuman 
hukun;~n tambahan. 8 

diancamkan terhadap si peiaku yaitu hukuman 
kepada setia:p pelaku yang melanggar undang
yang berupa hukuman pokok maupun sebagai 

Pembentuk Undang-undang te!a.~ mengguna..kan perkataan "Straafbaat:feit" . 

yang dikenai dengan timiak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) tidak rnernberikan suatu penjefasan mengenai apa yang sebe11arnya 

dimaksud dengaiJ. perkata&1 "Str.aafbaar.feif'. 9 

Perkataan '~feif' itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berart:i '"sebagian dari 

suatu kerryataan" atau ''een gedeele van werki·Plijkheit.f' se.dang ''"straaf b.aar" berarti 

.. dapat di hukum" hingga secara harafiah perkataan '"'straatbaarfoif' itu dapat 

diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" of eh 

karena kelak diketahui balnva yang dapat dihukum itu sebenamya adalah manusia 

7 
Moeljatrm, Asas-Asas }J-ukum Pidana? Rinek.a Cipta, Jakarta, 2002, :hlrrr. 62. 

8 Pipin Syarifin., Hukwn Pidana di Indonesia, Pustaka Seiia, Bandung, 2000, hlm. 44. 
9 Ibid., him. 45. 
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sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. w 

Oleh karena seperti _yang tefah diuraikan di atas, temyata pembentuk 

Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya 

telah <limaksud dengan perkataan "straajbaar.feit' sehingga timbullah doktrin tentang 

apa yang dirnaksud dengan .. straajbaarfeit" 

Haze>vinkel Suringa dalam Hilaman n1ember1 defenisi tentang 

perifaku manusia yang pada saat tertent:u telah 

dito1ak: di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perila_l--u yang harus 

djtiadakan o1eh huh.--um pidana dengan menggunakan sarana-sarnna yang bersifat 

memaksa :yang terdapat di dalamnya. 11 

Selanjutnya Van Hamel mernberi defenisi tentarig "straajbaarfeit" sebaga1. 

suatu serangan atas suatu ancaman terhadap bak-hak orang lain. i 2 

1.fem1rut Pompe straafbamjeit dirwnuskan sebagai "suatu pelanggaran 

telah dilakukan oleh seorang pela.\u., di mana penjatuhan huku.marr terhadap pelaku 

tersebut adalaJ.1 periu deroi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 

i'\ umum. -

Simons rnemberi detenisi "straajbaarfeit" ada!ah sebagai suatu tindakan 

melanggar hukum ycng telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 

w1bid., hlm. 46. 
n Hilman Hadikusuma, Bahasa Huf..um Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2 J. 
12 EY Kanter <lan SR Siant1tri, Asas-Asas Hukum P!dana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, 

hbn. 102. 
13 1-0id., hlm. 103. 
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oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 

Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dilmkum. 

Hulnnn pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah nri dipak:ai 

-sebagai pengganti perkataan straajbaa1feit_, yang berasal .dari Bahasa Belanda. 

Tinda.\ pidana merupakan suatu pengeritrm dasar dalam hukum pidana. 

Tindak pidana adalah suatu pengertian -yuridis. Lain ha!nya dengan ·istilah perbuatan 

jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yu.ridis (buk1m1) atau secara 

krimincilogis. 

i\kngenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara 

para sarjan.a. Menurnt aja.ran Causalitas (hubungan sebab akibai) disebutkan pad.a 

dasamya setiap orang hams bertanggung jawab atas segala perbuatan yang . 

dilakukannya, namun harus ada hubililgari kausa antara perbuatan denga.n akibat yang 

dilarang dan diancam dengan p1dana. Hal jni tidak se]a]u mudah, peristiwa 

n1erJpaka11 ~'1gk.aia!1 peristi\va serta tiada akibat :/ang timbul tanpa sesuatu sebab. 

Kemampuan bertanggung jmvab, menurut Kitab Unda..11g-Undang Huh1m 

Pidan.a Indonesia seseornng yang dapat dipjdana tidak cuk--up apabila orang tersebut 

telah melah.'Ukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan 

huk-um, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga hams memenuhi 

syarat "Bal1\va orang yang melakukan perbuatan itu memprmyai kesalah:an atau 

bersalah. Dengan perkataan lai.'1 oran.g tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya atau jika d11ihat dari sudut perbuatanny~~ perbuataimya it11 <l2pat 

dipertan&,uungja'.-vabkan", di sin] herlaku asas tiada pidana tanpa kesa!ahan (Nulla 
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- z ,)14 poena sme cu rpa1 · 

Beniasark:an rnmusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung . 

jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. 

Tidak1al1 mungkin seseorang dapat <lipertanggungjawabkan apabila ia tidak man1pu 

untuk diperi.anggungjawabkan. 

Kitab Undang-u..'1dang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumu..."fill 

tentan.g pertanggungja\vaban pida:.1a. Akan tetapi dalaiu 1iteratur hukum pidana 

Indonesia dijumpai beberapa pengertian lmtuk pertanggungjawaban pidana yaitu: 

1. Simons15 

Simons menyataka..'1 kemampuan berta;igf:_'llng jmvab dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan ada.nya penerapan sesuatu upaya-

pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kernudian Simons 

menyatakan ba1nva seseor-ang mampu be1ta11ggungjmvab. 

2. Van Harnel 16 

Van Hamel menyatakan bahwa perta..11ggungjav,'aban pidana adalah suatu keadaan 

norma:litas psyhis dart kematang&Tl yang membawa adanya kemarnpuan pada diri 

perilaku. 

3. Van Bemmelen 17 

Van Benunelen menyatakan bahwa sese.orang dapat dipertanggungja\Yabkan ialah 

14 ibid., h!m. 105. 
15 !bid., hlm. 103. 
15 Ibid., hlm. 104. 
17 Ibid., hlm. 105. 
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orang yang dapat mempertahankan bidupny.a dengan cara yang patut. 

B. Unsttr-Unsur Tindak Pidana 

Sudikno da1arn ha1 ini mengatakan bahwa tindak pidana itu ter-diri <lari 2 ( dua) 

- 18 unsur yai.tu: 

a. Unsur bersifat obyektifyang meliputi: 

1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang 

:me11yebabkan pida.na. 

2) Akibat _perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau 

membahayakan kepenti ngan-kepentingan umum, yang menurut nomia hukum 

itu perlu adanva untuk dapat dihukum. 
•. ..,r .... 

3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu 

m_elakukan perbuatan. 

4) Sifat rnelmvan hu..lcurrr dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan Jmkum 

b. Urumr bersifat subyektif 

Yaitu kesaiahan dari orang yang me]anggar ataupun pidan~ artinya pelanggaran 

harus dapat dipertanggongjawabkan kepada pelanggar. 

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Mart:iman Prodjohamidjojo 

suatu perbuatan barn dapat disebut sebagai suatu pe1istiwa pidana bila perbuatan 

is S-ud ikoo Mertokusumo, Afengenal Hukwn Suatu Penga11tar, Liberty, Yogyakarta, 1999, 
hlm. 71. 
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tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain: 19 

1) Harns ada perbuatanmanusia 

2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. 

3) Terbukti adanya noda pada orang yang berbuat. 

4) Perbuatan untuk melav.-a.n huku:m. 

5) Perbuaian itu diancam hul'llillan dalam undang-undang. 

Di samping itu Simons dalam Kanter dan Sianturi mengatakan ba.liwa ti..-idak 

. fl . -i • - da ·• beb . . 20 pbana rtu tennn n ,._, erapa unsnr ya1tu: 

i) Perbua1a11 manusia (positif at.au negatit: berhuat atau ridak berbuat atau 

mernbiarkan). 

2) Diancam denga..11 pidana (strc4baar geste!de). 

3) Tvielawan hukum (enrechalige). 

4) Dilakukan dengan kesalahan (met sclwld in verbandstaand). Oleb orang yang 

Simons menyebut adanya unsur .obyektif dari strafbaarfeit yaitu:21 

1) Perbuatan orang. 

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 

Unsm subyektif dari strc~fbaarfeit yaitu: 

1) Orang yang mampu beri.anggung jawab. 

;
9 Martiman Prodjohamidjojo, Op.Cit., hlm . 22. 

2fl E"l- K?.nter dzn s·R. SIBnturi~ Op.C~t, hhu. 121. 
21 Ibid., hlm. 122. 
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2) Adanya kesalahan (dolus ata:u culpa), perbuatan harus dilakukan dengan 

kesalahan. Kesalahan ini <lapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana 

p:e:rbuatan itu di.lakukan. 

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseornng maka 

harns1ah dipenuhi beberapa syarat. Sy:rrat-syarat tersebut antara lain: 

] ) Tenmg melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum. 

2) .tvfampu bertanggungjawab. 

3) Melakukan perbuatan tersebut dengan seng3ja atau karena kealpaan. 

4) Tidak ada aiasan pemaaf22 

Untuk mengetahui perta..'1ggungj.awaban pidana yang rnengakibatkan · 

dihu..k:urnnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat: 

a. rvfelakukan perbuatan pidana, pe:rbuatan bersifat melawan hukum; 

b. Mainpu bertanggw.1gjawab; 

c . lvie1a1~uk~an perbuata11 tersebt1t dengan sengaja ata11 karena k:ealpaai~/J.~ang hati-

ha ti; 

d. Tidak adanya alasan pemaaf.23 

ad.a. ?v1elakuk:ari perbuatan pidan~ perbuatan .bersifat mela~.van hukum 

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah 

21 !bid., hlm. l23. 
23 Rachmat Setia\Yan't Tinjauan Eie.wenter Perbuatan ,.~fela'~v-an Hukurn-: l'.l1um.~ , Bandung, 

1982, hlrn.44. 
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11,.t.~~ ~.,_,'-' 
perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur ~· , I\"' 
lmkum pidana. Apabila undang-undang ielah me1arang suatu perbuatan-<lan perbuatan 

tersebui sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah d:ikatakan bahwa 

perbuatan tersebul bersifat melawan hukum. 

ad.b. _Mampu bertanggungjawab 

Menu..11t KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan 

pidana yang dilakukannya dalam baJ: 

l) Karena kurang sempuma akal ata:u karena sakit bernpa akal (Pasal 44 KUHP); 

2) Karena belum de»vasa (Pasal 45 KUHP). 

Pas.a:! 44 KUHAP: 

(1) Ora11g yang mela..kuk:an perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan 

kepadanya karena jiwanya cacat daiam perturnbuhan atau terganggu karena 

penyakit, tidak dipidana. 

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertangungkan kepadan_ya karena 

pertubuhan jiwanya cacat atau terga.nggu karcna penyakit, maka hakim dapat 

memeiintahka;1 supaya orang itu dimasukkan ke rnmah sakit jiwa, paling 

lan:m satu 1c.htn1 sebagai masa percobaan. 

(3) Ketentu..m dalam ayai (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agllilg, Pengadilan 

ring~ , dan Pengadilan Negeri. 

Pasal 55 KlJ'RAP: 
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Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang 

berumur di bawah enam befas tahun :karena meiakukan suatu perbuatan, hakim 

dapat menentukan: 

(1) memerintahkan supaya yang bersalru'i. itu dikembalikan kepada orang tuanya, 

\Valinya atau pemeJihara.i-:iya, tanpa dikenakai-i suatu pidana apa pu,"'1; 

(2) atau memerinta.'1bn supaya yang bersa1ah itu diserahlrnn 1<..epada pemerintah 

tanpa pidana apa pun, bila perhuatao tersebut merupakan kejahatan atau salah 

saia._h satu pelanggaran berdasarkan pasal 489, 490, 492, 496, 503-505, 514, 

517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, seri.a belwn lewat dua tahun sejak 

dinyatakan bersalah ka:rena melakukan kejahatan atau salah saru pelanggaran 

tersebut di atas, da..'1 pntusarmya telah menjad-i tetap; 

(3) atau rnenjati1bkan p.idana kepada ya..1g bersalah. 

~'"1ampt1 bertanggungja\vab dalam. bal ini ::}d:i1ah mampu .menginsyafi sifat 

mela·.van hukti..'11nya dan sesuai dengan keinsyafan 1tu ma."'11pu untuk menentukan 

kehendaknya. Dalam hal kasu.s pelanggarm1 merek maka kemampuan 

bertanggungjawab tersebut timbu] disebabkan: 

1) Seseorang mernakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain 

yang te1ah ierdaftar. 

2) Memperd~aai1gkan barang atau ja..«a merek pibak lain yang dipalsukan. 

3) Menyesatkai"l masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa. 

4) Seseornng tanpa ha.\: menggunakan tanda yang sama kesefornhan dengan indikasi 

geograns milik pihak fain untuk bara.11g atau jasa yang sama. 
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ad.c. Ivfelak--ukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena keaipaan!kurang 

hati-hati 

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal se-bagai bentuk 

dari kesalab.an. Si pelaku tel.ah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana 

yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kea1paannya. Ini jelas 

<l!atur dalan1 Undang-Undang Merek Tahun 2001 pad.a Pasal 90, 91, 92 dan 93. 

ad. d. Tidak adanya a.lasan pemaaf 

Tidal~ adanya a1asan peiHa.af berarti tidak. adanya alasan yang menghapus 

kesalahan dari terdabva. 

C. Pertanggungjawabau Pidana 

Pertanggnngjawaban pidana menjurus kepada pe1nidanaan petindak, jika teJah 

n1e1akukan su.atu tindak pidana dan rnemenuhi lli1Sur-unsur yang telah clite11tuka11 

dalan1 undang-m1dang. Dilib.at dari su.dut te1jadiny-a sua-ru tindaka11 y~arrg terlaran.g 

(dihan1skan), seseora.1g akan dipert.qnggungjmvabka.:.'1 atas tinda.\an. tersebut apabi!a 

ti11dakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan 

lmkum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) unttLk itu.24 Dilihat dari 

sudut kemarnpuan bertanggung ja\vab maka hanya seseorang yang mampu 

bertanggung jawab yang <la.pat dipertanggungjawabkan (dipidanakan). Dikatakan 

seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) bilamana pada 
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urrmnmya: 

a Keadaan jiwanya: 
1) Tidak terganggu oleh penyakit tems-menerus atau sementara (temporair). 
2) Tidal~ cacat dalam perturribuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) 

dan. 
J) T:idak terganggu karena terkejut, hyponotisme, amarah yang meluap, 

pengamh bawah sadarirejlexe beweging, melindurlslaapwandel, 
menginggau karena demam!.k.oorts, ngidam dan lain sebagainya. Dengan 
perkataan lain dia dlliam keadaan sadar. 

b. Kemampuan ji•vanya: 
1) Dapat n1enginsyafi hakekat dari tindaka..71_r_riya. 
2) Dapat menentuk:an kehendaknya atas tindak:an tersebut, apakah akan 

dilaksalJakan atau tidak dan, 
3) Dapat mengetahui keterce1aan dari tindakan tersebut".25 

Kemampuan ber'ill.nggung jawab didasarkan pada keada:m dan kemampuan 

jiv,-a dan buka:n kepada keadaan dan ke;:nampuan herpi.kir dari seseorang, walaupun 

dalam istila.11 yang resmi dalam Pasal 44 KOHP adalah verstarulel[jke vermogens. · 

Untuk terjem:~han dari vertwulelijke vermogens sengaJa digu..11.akan isti1ah keadaan 

darr kemampuanjiv.:a seseorang. 

D. Tcori Penghukuman 

Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena 

melanggar suatu norma Jmkum. Apabila yang dilanggar norma hukurn ctisip1in, 

ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelan.gga.ran huk:um perdata diberi 

ganjara.11 lmkuman perdata, untuk pelanggaran huhun admiillstrasi diberi ganjaran 

hukuman administrasi da....-1 ganjaran at'.lS peianggara_r1 huku_,_111 pidana adalah hukuman 

2
-1 EY Kanter dan SR Siantmi, Op.Cit_ , Wm_ 249_ 

15 Ib-d bl '"'49 . / -, . JU_ L • 
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pidana. 

Khusus mengenai tersebut terakhir dapat dipermasalahkan mengenai dua kata-

kata yang dimaiemukkan itu dan yan.o mempunvai arti vano sam~ karena kata pida:na ,..,.._... J .. b ·J ..,c ~ 

adalah juga sebagai sebagai istilah bagi kata-kata derita, nestapa, pendidikan, 

• h d 1 . :h . 26 penye1muangan an 1am sevagamya. 

Jika pemajemukan itu ditinjau dari sudut "nomen generis"(nama jenis) di 

mm1a kat.a hu!nnnan dibaca daJmn pengertian "'"'genus", sedangkm1 pidana dalam 

pengertian '"'species", tirnbul persoalan baru mengenai pemajemukan yang lainnya. 

Apabila pemajernukan itu dipandang dari sudut iimu bahasa, apa yang disebut dengan 

.hukum diterangkan menerangkan, kata tersebut perta1na adalah yang diterangkan, 

seda:ngkan yang kedua adalah yang menerangkan. Dalam hal ini bukuman pidana-

berarti b.uktin1an sebagai akibat ·dari di.ia11ggru-nya suatu norm.a hukun1 pidru1a dan 

seternsnya. Selairr daripada peninjarnm dari sudut tersebut di atas, masih dapat juga 

dari sud11t yaitu d~~ sudut ;e negasan dan dari sudut pengertian ;/a11_g 

eUiptisch. 

Dari sudut penegasan, bernrti ada dua kata yang sama atau mirip artinya, laiu 

dimajemukkan untuk memberikan penekana.i1 atau penegasan khusus s.eperti misalnya 

kata-kata: sepak te(iang, hiruk-pikuk dan Iain sebagainya. Dari sudut pengertian yang 

elliptisch berarti ada sebagian kata-kata dari keseluruhan kalimat yang dihila:ngkan. 

Dalcun hal ini kalimat hukuman karena melanggar suatu norma hukum pjdana, 

24 !bid., hl'11. 12. 
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dismgkat menjadi hukuman pidana. 

Selanjutnya dipandang dari sudut penterjemaba.n \Vetboek van Straffrecht 

(WvS), jika straf diterjemahkan dengan hu1.."Uman pidana dan recht tlengan hukum, 

maka \VvS harus diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukllill hukuman 

:Pidana.27 

Kiranya cara-cara memperrnasalahkaJ1 tersebu.t di atas lebih cendemng untulc 

mendorong menyepa.lcati mempe.rsinglalt hu.1<uman p]dana dengan satu kata saja yaitu 

pidana. Di samping hal ini merupakan penghematan, juga akan sekaligus memberi 

kejelasan apabila istilah pi<lana disambung dengan suatu predikaL misalnya pidana 

tamba.han, pidana penjara dan la:in sebagainya. 

Salah satu alal/can1 w1tu,l;: menrnpai tujuan hukum pidana adafrd1 memidana. 

se-seorru1g yarrg telai~ n1elakukru1 su.atu tirrdak pidana. Persoal:-1nnya adalah ~'apakai.11 

dasar dari pemida.i;.aan". Dengan perkataaiJ Iain apa aiasartnya untuk mewbenarkan 

(r.echtsvaardigen) penjatuhfh~ p!dar1a o1eh pengt1asfL Pengupasan persoaJ.an lni secara 

mendalam terketak dalam i1mu filsafat bukun1 pidana yang termasuk dalam ilmu 

filsafat pada umurnnya. 

Namun demikian, karena ada hubungannya yang erat dengan hukum pidan~ 

maka secara garis besarnya akan diuraik:an mengenai dasar-dasar tersebut. Ajaran

ajaran mengenai dasar pembenaran pemidanaan 1emtama berkembang pada abad ke 

18 dan 19. Apab]Ja misalnya seseor.i;illg rnengatak.an bai:nva ja mempunyai hak. atas 

sesuatu benda, ia harus dapat memberikan dasar atns hak itu. Misa1nya: penyerahan 
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dari orang lain sebagai akibat dari jual beli, diwa.risi dari orang tuanya dan lain 

sebagainya. Sehubungan dengan itu dipersoalkau apa dasar hak penguasa untuk 

menjatuhkan sesuatu pidana. Jelas, yang rnenjadi persoalan a.dalah dasar pembemrran 

dari adanya hak pengu.asa untuk menjatuhk:an p.idana. Dasar-dasar tersebut <lap.at 

ditemukan melalui beberapa tolak pang.\al pemikiran seperti: berto1ak pangka1 

Ketuhamm (theo1ogis), bertolak pangka1 kepada fa!safah (vvijsbegeerte) atau berto1ak 

pangkal kepada perlindungan (yuridis). 

1. Tolak PangkalKctuhanan sebagai dasar pemidanaan 

Yar1g bertolak pangkal kepada Ketuha11a..;. untuk mencari dasar pemid.anaai"l 

n1engerr1uk_akan bih \Va rnen.urut ajar~ri Ked.:!u1at~n. Ttt11~11 sebagaiman.a tercantum 

dalam Kitab-Kitah Suci, penguasa ada!ah abdi Tuhan untuk meJindungi yang baik, 

akan tetapi mengecutkan penjahat dengan penjatuhan pidana. 

Gewin yang mengernukakan teori ii--U mengutip dari Kitab Injii Rum 13 ayat 4 

kalimat akhimya berbunyi "Karena bukannya sia-sia dipegangnya pedagang it u, 

sebab ia adalah hamba Allah~ penyampaian kemurkaan-Nya atas barang siapa yang 

melakukan kejabatan". Sehr~jutnya dikatakan bal1wa tidak holeh ada pernidan.aan 

karena dendam dan rasa pemb2Jasan, melainkan karena pelalni/petindak telah berdosa 

(quila peccafum est). Pid:ana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. 

Demihrim1 juga Thomas Va.11 Aquino bertolak pangkai pada negara sebagai pernbua1. 

undang-undang di mana hakjm hertindak atas kekuasaan yang diberikan Ta.ban 

27 Pipin Syafirin, Op.Cit, hlm. 21. 
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kepadanya Thomas mencari dasar tersebut dalam kebutuhan negara untuk mencapai 

tujuannya yaitu kesejahteraan umum. Karena ituiah ngara selain berhak menentukan 

huklml, juga berhak memaksa untuk men:aati hukum, dengan ancaman pidana. 

2. Tolak pangkal falsafah sebagai dasar _pemidanaan 

Ada menca..ri dasar pemidanaa..ll bertolak pangkal kepada perjanjian 

ak / • 7 - • • • •] ' ' 28 • . d 
masyar~ ·at v1ua contra! sociai, maarscnappeiIJKe verarag). Artmya a anya 

persetujuan Jiktif antara .rakya1 dengan negara, dj mana rakyatlah yang berdaulat dan 

menentuka.Il bentrik _pemeriniahfilL r..:.e1masr.2n negara tidaJ.~ lain daripada !~ek.'l.laSaan 

yang diberik_an oleh r(tJ<.yat SetiaJJ \-Varga negara i11e.nyerah .... 1<.an sebagian da_ri ha.i.1<. 

asasin_ya (1.emerdekaannya) untuk mana ia menerima sehagai imbalannya perlindu-

ngan kepentingan hukmm1ya dari negara, yang untuk ini negara memperoleh hak 

untuk memidana. Ini adalah ajaran kedaulatan rakyat dari JJ Rousseau. 

3 .. Tolak pan:gka! _pe.rlind11ngan h11kum sebagai dasar pen1idanaan 

Bentham (iuga Van Ha_mel dan Simons) mencari dasar hukum pemidanaan 

bertolak pangkal kepada kegunaan d-an kepentingan penerapan ketentuan pidana 

untuk mencapai tujuan dari kebidupan dan penghidupa.11. bersama yaitu perlindungan 

hukum. Dengan p.erkataan iain dasar pemidanaan adaJah karena penerapan pidana 

mernpakan alat untuk menjamin ketertiban hukum. 

28 \Virjono Prodjc-dikoro, Tindak-Tindak Fidcma Terte11h1 di Indonesia, Eresco, Bandung, 
1986, him. l l. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 15/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Robert Valentino Tarigan - Kajian Hukum Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan dan Upaya..



BABIII 

TINJAUAN UMUM TENTANG ILLEGAL LOGGING 

A. Pengertian Illegal Logging 

Pembalakan liar atau penebangan liar (bahasa Inggris: illegal logging) adalah 

kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak 

memiliki ijin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit 

didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah, beberapa sumber terpercaya 

mengindikasikan bahwa lebih dari setengah semua kegiatan penebangan liar di dunia 

terjadi di wilayah-wilayah daerah aliran sungai Amazon, Afrika Tengah, Asia 

Tenggara, Rusia dan beberapa negara-negara Balkan.29 

Sampai sejauh ini, tidak ada satu pun peraturan perundangan memberikan 

pengertian ( definisi) resmi terhadap Illegal logging, padahal pengertian sangat 

penting untuk memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan apa yang termasuk 

kedalam lingkup Illegal logging. Di sinilah salah titik masuk yang menyebabkan 

operasi pemberantasan Illegal logging cenderung mengenai masyarakat. 

Dalam pendekatan kata-kata, Illegal logging terdiri dari kata Illegal dan 
Logging. Arti kata lllegaal/onwettig (Belanda) adalah tidak syah, tidak menurut 
undang-undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan onwettig berarti tidak 
syah, haram, melanggar undang-undang, bertentangan dengan undang-undang. 
Sementara itu arti kata Logging adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka 
dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan lllegal logging sebagai 
penebangan kayu yang melanggar peraturan perundangan. Sebagian kelompok 
menyebut Illegal logging dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau 

29 N. Fauzi, et.al, Otonomi Daerah, Sumber Daya Alam Lingkungan, Lapera Pustaka Utarna, 

Yogyak:arta, 2001 , ha!. 22. 27 
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penebangan tanpa ijin. 30 

Untuk peristilahan, setidaknya ada dua peraturan perundangan yang inenyebut 

Illegal loggli1g sebagai penebangan kayu Ilegal yaitu Inpres Nomor 5 tahun 2001 

Tentang Pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal logging) Dan peredaran 

hasil huta.11 illegal di kaw<iSan ekosistem Leuser dan tarnan nasional tanjung puting 

dan Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pcmberantasan Penebangan Ka:rL1 Secara 

llegal di Kawasan Rutan rum Pereda.ta...1n.ya di Se1uruJ1 \Vi1ayai11 F..epublik Indonesia. 

l Jnttlk me111udali.kar~ dalam skripsi ini akan d1gnnakan. ist11a11 pene.ba:ngan kay11 

iUegal (PKI). 

Sejauh ini definjsi dari illegal logging masi h banyak dipersoalkan_ u1J No_ 41 

T ahun 1999 Sendiri tidak memberik:a1 batasan dfili Hlegal Logging. Tidak adanya. 

batasan yangjelas tersebut akan rr1enyebabkan kebingumm aparat hukum, masyarakat 

dan menjaill pduang bagi para peiaku untuk rnembebask:an dir:i. SeJain persoalan 

pe11ge1ticu1 1naka. ruang lingkup dari illegal Joggin.g juga rne11j a_di _pe.rsoalan ) r311g 

belum jelas hingga saat ini. 

PersDalan lain.nya, berkaitan dengan illegal logging yang juga mendasar 

adalah masalah kepemilikar1 1aban hutan. Tidak jela.snya status dan pengak:uan atas 

kepemi1ikan lahan hut.an masyarnkat menyebabkan deti nisi dari 111egal logging 

menjadi semakii1 kabur dan bahkan bisa dimanfaatkan o1eh oknum aparat pemerintah 

untuk mencari keuntungan sendiri. 

Di .sisi lain, berdasarkan fa..1'.ta yang ada selairia ini, banyak konsesi HPH (dan 

'
0 ibid., haL 25. 
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juga Perum Perhutani/1nhuta:ni) justru berada di wilayah atau merupakan hutan milik 

masyarakat ( adat ). 

B. Pelaku dan l\lfodus Operandi Illegal Logging 

Pelaku penebangan kayu secara liar atau pelaku illegal logging menurut 

penulis dapat dibagi menjadi: 

1. Pe!ak:u yang melakukan peneba11gan kayu tanpa ijin dari pcjabat yang bcrwenang 

2. Pe1aku yang memililci iji...11 dari pejabat yang berwenang te:tapi mefakuk:an 

peneb~u1ga11 k.ayu di lu.ar dari .ijin y.ang diberikan (per?~rnbaban)~ 

3. Pela.h'll yang memiii..lci ijin dari pejabat yan.g benvenang tetapi tida....1< prosedmaI.3 1 

Dan ketiganya dikualiJikasi sebaga.i pelaku illegal 1ogging. Pelak:u ·kedua dan· 

ketiga yang memang relarif susah untuk dikendalikar1 sebab mereka seakan-a...l;_an 

terlindungi oieh plimk benvenang, untuk 1tu kiranya tidak berlebihan jika penuiis 

mengatakan babv,·a peiaku ini rnelakukan pengrusakan hutan secara sistema!is karena 

ada faktor invisible hand yang berma.in. 

Baga.."'1 sederhana ini menggambarkan konstruksi logika aturan logging di 

Indonesia. Pada prinsipnya setictp penebangan kayu baik oteh swasta ataupun oleh 

masyarakat haruslah berdasarkan ijin yang diberikan oleh aparat yang benvenang, 

yang akan memberikan hak penebangan. Penebangan yang dilakukan tanpa adanya 

ijin akan mengbasilkan kayu (log) yang ilegal dan pelakunya dapat dihukum pidana 

31 Leden J\.farpaung, Tindak Pidana Ierhadap Jiutan, Hasil Hutan dan Satwa, Eriangga, 
Jakarta, 2000, haL 78. 
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30 

dan denda. 

Tetapi setelah memperoleh hak menebang dari aparat yang be1wenang, s1 

penenma lJIB tidaklah dapat sesuka h.atinya uniuk menebang, men:gangkut dan 

memasarkan kayu-kayu yang ada da1am areal ijinnya Selanjut:nya bagaimana 

menebang~ mengangkut daJ1 m.emasarkan l~ay11 tersebut diatu.r dalam aturan tata niaga 

k.a~yu .. l\1engenai tata i1iaga lca;/n 1ni di.ataur dala1n Keputu.san Menteri Keb·u.tanm1 No: 

1:26/K pts-Ii/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan untnk kayu-b.yu yang beras?J 

dari wilayah di luar wilayah kelola Perum Perhutani dan Keputusa.n Menteri 

Kehutanan No: 127/Kpts-Ii/2003 Tentang Penatausahaan Hasii Hutan yang Berasal 

dari Wilayah Kerja PeJhuta.li 1mtuk Prnvinsi di \Viiayah Jawa. 

Kayu yang dihasi1kar1 fanpa mengikuti ketentuan tata ruaga kayu £lj;:.an 

b·erstatus kayu Ilegal sarna dengan kayu yang dihasitkan dalam penebangan tanpa ij in. 

Namun demikian/ kegiatan penebangan }·a;-ig d1Ia.k-u.kan. tanpa mengi.kuti aturan tata 

11laga ka:y1i nyaris luput dari penindakan seperti pada tinda1c pidana Penabangan Ka;7U 

1llega! (PKf). A.kibatnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan perusahaan-

pernsahaan yang mendapat hak menebang hampir-hampir luput dari perhatian. Titik 

tekan pemberantasan PKI hanyalah pada tindakan-tindakan orang-orang yang 

menebang kayu tanpa ijin. 

Lebih -parahnya, karena ruang l.ingk:up PKI tersimpEfikasi pada perbuatan-

perbuata..'1 pada box di atas, yang ban.yak terkena tindakan adalab peJaku-pelaku kecil 

seperti bumh penebang, pengangl-ut kayu, supir truk ilim masyarakat yang tinggal 

da13Jn ka·vv-asan hutan atat! )!ang tir1gga1 be.rbatasan la11gsung .dengan ka\vasan h11tan. 
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Semen:tara cukong-cukong yang mendanai kegiatan PK.I dan aparat-aparat yang ik:ut 

terlibat nyaris tidak terkena sanksi pidana karena se.cara materil, keterlibatannya tidak: 

dapat dibuktikan di pengadilan. 

lvfeskipun akses masyarak.at atas sumberdaya hutan dljamin <la.lam pasai 33 

1JUD 1945 dan. Pasal 68 lJlJK, narnun dalam PP 34 Tahun 2002 dinyatakan 

pemanfaata.TJ hasil hutan non-kayn okh masyarakat hams seijjn bupati dan 

pemanfaatan hasiJ butan kayu harus sejjin menteri. Da!am situasi masyara"<at sa2t ini, 

di mana rata-rata masyarakat tepi hutan dan dalam kawasan hutan hidup dalam 

kemiskinan, amatlah sulit memenuhi ketentuan tersebut. ,.1,..k.ibatnya, dalam 

pemenuhan kebutuhan domestik, mereka .ini terancam dengan aturan PKI. Karena itu, 

teranglah bagi kita, bahwa orientasi pemanfaatan sw11berdaya hutan itu adaiah padat-

modal, s.kala be-sar0 padat teknologi sehingga jauh dari jangkarnrn kemampuan 

masy·arakat. 

\!1eli!1a.t situ.asi demikian, ada uy3.ya llntuk mempertanyakan te11tang 

Jegalitas!teabsahan kayu tersebut, karena ketentuan pernndangan yang ada tida.1<: 

memadai dan cendrnng berlaku tajam pada masyarakat keciL Saat ini sedang disusun 

standar legalitas kayu terutama bagi pemsahaan-perusabaan perk.a.yuan besar. 

Devinisi sementara bagi kayu legal adalah~ ''Kayu disebut sah ji:ka kebenaran asal 

kayu, ijin penebangan, sistem dan prosedur penebang~ administrasi dan 

dokumentasi angkutan, pengoJahan, dan perdagangan a1m1 pemindah-tanganannya 

dapat di1:mktikan memenuhi semua persya.rat&i 1egal yang berla.ku. Penyusunan 

penge.rtian ka)111ega1 ini berada dalam lingkup keg1atan FLE.GT"~ 
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Luasan definisi/_pengertian demikian juga dapat kita lihat pada catatan dan 

analisa Natural Resources Management (NRM)--Program dari USAID yang 

memfokuskan pada kebutuhan baha11 balm dan prnduksi kayu untuk pabrik 

penggergajian kayu dan pab1ik kayu lapis di Indonesia. Dalam satu k-esimpulannya 

menyebutkai.-i setiap pembahasan mengenai kelebjhan kapasitas industri dan 

keterkaitannya dengan pembalakan ilega1 harP" mengakui bahwa "pembalakan ilegal" 

te1jadi dalam berbagai bentuk dan bukan banya sekedar penebaogan pohon di hutan. 

Beberapa contoh dapat ditemukan dalam sistern HPH dan sistem HTI. HPH yang 

terkait dengan Fasi1itas Pengolahan Kayu: 

l. Pemanenan kayu iebih dari Jatah T cbang<u1 Tai'lunan, 
? Pe111a.ne.nar1 kayu di ka~~vasa~n-kErrvas3n I-:luta11 L.in_du11g (lereng yan.g cura111 

,., 
.). 

dan ban1aran sungai)~ 
Voiume p anenan yang dilaporkan lebih keci! sehingga pajak yang dibayar 
j uga iebih sedikjt. 

4. rv1engabaikan panduan tebang pilih,. 
5. Pemanenan di luar batas 1-IP!-l~ dan 
b. Pemalsuan dckumen-dokumen transportasi kay11. 32 

Akan ietapi, faktor iain yang sangat berpengaruh daiam meJak:ukan penegakan 

hukum terhadap PKI, yaitu koni1ik tenurial butan (penguasaan lmtan). Kom1ik 

tenurial disebabkan 0leh salah satunya adaiah ketidak.pasfian kmvasan lmtan sehingga 

perbuatan masyarakat meneba,1g kayu da1aiu wilaya.11 adatnya dapat dikenai pidana 

PKL 
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C. A.'iribat Illegal Logging 

Sebuah studi kerjasama antarn B1itania Raya dengan Indonesia pada 1998 

mengindikasikan balnva sekitar 40% dai--i sdurnh kegiatan penebangai1 adalah liar, 

dengan nilai mencapai 365 jir-w. do1ar AS. Studi yang lebih baru membandingkan 

penebangan sah dengan konsu...TTisi domestik ditambah dengan ekspor 

mengindikasikan babwa 88% dari selurnh kegiat...qn penebangan adf!Jah merupakan 

penebangan liar. Malaysia merupakan 1empat transit utai'1la dari prn<ltLk kayu ilegal 

dari Indonesia. 

Di Brasil 80% dari penebanga.n di Amazon rnelanggar ketentuan pemerintah. 

Korupsi menjadi pusat dari selmuh kegi:itan penebangan 11ega1 tersebut. Produk kayu 

di Brasil sering diistilabkan denga11 "emas hijau" dikarenakan harganya yang mahal · 

(Kayu n1ahogani ber11arga 1.600 dolar P-'-S per n1eter lrubjkJ1ya). !;.Jah.ogan:i ileggJ 

m.embuka jalaI1 bagi penebangan liar unt11k spes1es )·ang lain da11 ·untu_k eksploitasi 

yang lebih h.12_s di A,mazon.33 

Dampak yang ditimbulkan oleh pembalakan liar: 

1. Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1 997 

Indonesia telah kehilangan hutan sekitar i,5 juta hektar setiap tahun dan 

diperkirnka:n sekitar 20 juta lmtan produksi yang tersisa. Peuebangan iiar 

berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar intemasionai, besarnya 

32 S. Raugkuti, .flukz.a;; L.ingkungan dan Kebijaksanaan Lingkur;gan .t./asjonal., c-\ir1angga 
University Press, Surabaya, 2000, bal. 11)2. 

33 ibid., ha!. 99. 
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kapasitas terpasang industri kayu dalam negen, konsumsi lokal, lemahnya 

penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang tei:_jadi di luar kawasan tebangan. 

2. Berdasarkan basil analisis FWI dan GF\V dalam kurun waktu 50 tahun, luas 

tutupan hutan Indonesia mengalami penunman sekitar 40% dari total tutupan 

hutaI1 di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan ( deforestasi) di 

Indonesia akibat dari sistem pol!tik dan ekonomi yang mengm1ggap sumberdaya 

hut.an sebagai sumber pendapat.an dan bisa dieksplo.itasi untuk kepentingan. politi.J.c 

serta kelmtungan pribadi. 

3. fv1enurnt data Departemen Kehutamm tahun 2006, iuas hutan yang rusak dan tidak 

dapat ber:fungsi optimai Teiah mencapai 59,6 juta hektar dari i20,35 juta hektar 

kawasan hutan di Indonesia, dengan iaju deforestasi dalam lima !:ahun terakhir -

rrrenca_pai 2~83 juta hektar per tahun~ Bila keadaan seperti irti di_pertahanl~~ di 

mana Sumatern dan Kalimai1tai1 sudab keh11angan hutannya, wal.;:a hutan di 

Sula'\vesi dan Papu.a akdn menga!ami 11al Jrang SiliT~. ~"1enur11t ana!isis \\1orld 

Bank, lmtan di Sulav.lesi diperkirakan akan hilang tahun 2010. 

4. Prnk!:ek Illegal logging dan eksploitasi huta.n yang tidak mengindahk:an 

kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai 

hargany~ kehancuran kehidupan masyarakat dan keh.ilangan kayu senilai US$ 5 

rnilyar, di antaranya bernpa pendapatan negara kurang lebih US$1.4 rnilyar setiap 

tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hiJangnya nilai keanekaragaman 

hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan. 

5. PeneEfom Greenpeace mencatat tingkat kemsaka.'1 hutan di Indonesia mencapai 
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angka 3,8 juta hektar per tahllil, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas 

illegal logging atau penebangan liar. Sedangkan data Badan Penelitian 

Departemen Kehutanan menunjukan angka Rp 83 milyar per hari sebagai 

kerugian finansial akibat penehangan liar. 

D. lJndang-Undang Terkait dengan Illegal Logging 

Sebagaimana dis<rrnpaikan di atas, aturan tentang Illegal logf,ring tidak 

terdapat pad.a satu aturan perundangan saja. Daiam proses penelusuran djternukan 

sekitar 150 peraturan perunillu;g-und.angan di bidar.ig 1ce.hutanan dan undang-undang 

terkait :yang mengatur mengenai ji!egal lcgging_., di ll;~taranJ1a: 

l. UU No. 5 Tahun J 990 tentang Konservas] Sumber Daya Alam I-fayati dm1 • 

Ekosistem..nya, 

2. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan, 

3. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, 

4. lTlJ No. 41 Tahw1 1999 tentang Kehutanan, 

5. PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, 

6. PP No. J 3 Tahw1 1994 tentang Perburuan Satwa Bw-u, 

7. PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawa.<>an Suaka Alam dan Kawasan Pelesta.rian 

Alam. 

8. PP No. 7 Tahun 1999 tentang Penga\.vetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 

9. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Sat\va Liar. 

Dengan menggunakan pendekatan fungsi hutan berdasarkan UU 4 i Tahun 
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1999 Tentang kehutanan (UUK), di mana butan dikeJompofran. cbla:n o_..: ;- ~ -

yaitu fungsi konserfasi, fungsi lindung <lan fungsi produksi. Termasuk ke dalam 

fungsi konserfasi, terdapat lmtan suaka alam, kawasan pelestarian alm11 dan tanl3Il 

bum. 1".faka aturan tentang PK.I itu tersebar pada aturan kehutanan dalam lingkup 

konserfasi, lindung dan produksi. 

Tetapi sebelum masuk lebih jaul1, ada baik.'lya kita lihat terlebL.li du!u aturan 

yang terdapat pada Jnpres Nomor 4 Tahun 2005 Tent1mg Pemberantasan Penebm:igan 

Kayu Secara Ilegal di Ka\vasan Hutari dan Peredarannya di Seluruh Wilayah 

Repubiik Indonesia, karena inilah aturan perta..'11a yang menyebut istilah PKl dengan 

lingkup berlaku, seluruh Indonesia. 

lnpres ini menginstrnksikan kepada para pejabat terkait w1tuk mela,~ukan 

percepat'-ru pemberantasarr peneba..1gari kayu secara iiega1 di kawasarr hutan dan 

peredarai1nya di selurnh '.Vilayah Republik Indonesia, melalui pe:n.indaka.11 terhadap 

setiap orJ.ng at.au bad.an yang me!a..l(uk.a.'1 -kegiatan: 

a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal 

dari kawasan hutan tanpa memiiiki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang. 

b. Menerirna, membeli atau menjual, menenma tukar, menenma titipan, 

menyunpan., atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui 

a1au patni. diduga berasal dari kawasan hutan yang diarnbil atau dipungut secara 

tidak sah. 

c. 1v1engangkut, mengunsai, atau memi1iki hasil hutaI1 kayu yang tidak dilengkapi 

bersama-sama dengan surat keteranga:'1 sahnya hasi l hL1:ar1 kayu. 
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d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga 

akan digunakan untuk mengang:kut hasil hutan di dalam kawasan inrtan tanpa ijin 

pejabat yang benvenang. 

e. 1v1embawa aiat-alat yang ]azim digunakan untuk menebarrg, memotong atau 

membe!a.~ pohon di dalam kmvasan hutan tanpa ijin pejabat yang benvenang 

D.e,:\-~asa ini pgda attrran keh1rtai:'1an setingkat und.ang-11ndang, setidaknya 

terdapat tiga undang-undang yang krusial mernmuskan perbuatan-perbuatan PKI 

yaitll UU No. 41 Tahun I 999 Tentang Kehutanan (UUK), UU No . 23 Ta.hun 1997 

Tentang ljngkungan llidup dan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konserfasi 

Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya. Dalam ketiga UU ini diatur beberapa kegiatan 

yang tern:l.asuk ke dalain PK.I. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Penyebab terjadinya tindak pidana illegal logging adalah tingginya 

permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan 

kemampuan penyediaan industri perkayuan (legal). Akibat dari ketimpangan 

antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong penebangan liar di taman 

nasional dan hutan konservasi dan juga tumpang tindih regulasi sebab 

kebutuhan dan disparitas interpretasi telah ikut mendorong eksploitasi sumber 

daya alam termasuk sektor kehutanan. Tekanan hidup terhadap masyarakat 

yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang 

kayu baik untuk kebutuhan sendiri atau untuk kebutuhan pasar melalui tangan 

para pemodal. Permainan dokumen, lazim disebut "dokumen terbang" , untuk 

melegalkan status kayu ilegal dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor 

sulitnya memberantas kegiatan penebangan liar. 

2. Penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan illegal 

logging masih lemah, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan 

masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan kepada 

cukong besamya jarang pernah ditangkap serta adili. Respon lemahnya 

penanggulangan illegal logging ini nampak pula dari adanya koorporasi antara 

pihak-pihak terkait dalam pemerintahan sehubungan dengan otonomi daerah . . 

80 
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dengan pihak cukong illegal logging. 

3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara konsepsional memang tidak 

mampu menjerat korporasi dan aktor intelektual pencuri kayu. Namun 

kehadiran UU No. 32 Tahun 2009 yang secara konsepsionaj mampu menjerat 

koporasi dan aktor intelektual penccuri kayu pun belum menampakkan hasil 

yang memuaskan. 

4. Problem minimnya anggaran lingkungan hidup dinilai sangat mendasar. Kita 

dapat membandingkan antara kasus terorisme yang penganggarannya bahkan 

unlimited karena ada pemahaman bahwa terorisme adalah problem sangat 

berbahaya. Toh, kerusakan lingkungan juga adalah teror yang jauh lebih 

mengancam. Kalau setiap hari terjadi pengrusakan linglnmgan, maka itu 

sama artinya dengan menghancurkan masa depan anak cucu kita dan 

bukankah itu kejahatan besar dan sekaligus teror yang jauh lebih 

mengerikan. Lalu mengapa alokasi anggarannya sedikit? 

B. Saran 

1. Kita berharap instrumen antikorupsi segera diterapkan dalam pemberantasan 

illegal looging. Karena jika tidak, mungkin puluhan tahun lagi anak cucu 

kita hidup di bumi yang tidak berhutan. 

2. Pada prinsipnya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU 

Nomor 32 Tahun 2009 serta semua peraturan yang berhubungan dengan 

kehutanan serta aparat penegak hukum sudah cukup baik dan berorientasi 
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kepada keselamatan hutan, namun proses penegakannya relatif masih lemah. 

3. Seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak mengembangkan 

dikotomi UU Otonomi Daerah dengan UU Kehutanan sebab akan 

berdampak buruk terhadap hutan kita. Untuk itu kita berharap semoga saja 

UU Otonomi Daerah yang dalam proses revisi ataupun sudah akan 

dikeluarkan tetap memihak kepada penyelamatan hutan dan dapat 

membangun kesadaran bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk 

tidak mudah mengeluarkan/menerbitkari iziri tentang pemenfaatan dan 

pengelolaan hutan. 

4. Penulis menyarankan kasus illegal logging merupakan perbuatan terorisme 

sehingga anggaran penanggulangannya sama seperti kasus terorisme yang · 

penganggarannya bahkan unlimited. 

5. Disarankan pula filosofi kelahiran UU 32 yang menempatkan lingkungan 

hidup sebagai hal sangat penting dan urgen untuk mendapat perhatian, 

sehingga lembaga yang menaungi pelestarian lingkungan hidup perlu diberi 

kekuatan yang besar. Baik itu kekuatan hukurn, SDM, anggaran dan yang 

penting adalah kekuatan koordinasi. UU PPLH ini akan menjadi tonggak 

baru yang dapat menjadi kekuatan mumpuni. 
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